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TENTANG

PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang

Mengingat

DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang dapat

menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta
bertentangan dengan visi terwujudnya Kota Cirebon yang
RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau) Tahun 2018,
sehingga perlu dilakukan larangan peredaran dan penjualan
minuman beralkohol di Kota Cirebon;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol di Kota Cirebon;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977
tentang Minuman Keras;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 37);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan
WALIKOTA CIREBON,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

nall S

10.

11.
12.

(1)

(2)

Kota adalah Kota Cirebon.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
Walikota adalah Walikota Cirebon.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses
dari buah dan/atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan
cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain
atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan
ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Mengoplos adalah mencampur, meramu dan menyeduh bahan-bahan tertentu
sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.

Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada
menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.

Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam
bentuk ukuran botol atau ukuran lainnya sebagaimana lajimnya
dipergunakan, baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun untuk
kepentingan orang dan/atau badan lain.

Menjual adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan minuman
beralkohol.

Mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan dan/atau mendistribusikan
minuman beralkohol.

Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.

Upacara keagamaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan peribadatan
yang dilaksanakan ditempat ibadah maupun tempat lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pelarangan
peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan
kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman
beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman,
ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.



BAB III
KLASIFIKASI

Pasal 3
Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar
ethanol (C2HS5OH) di atas 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima
perseratus);

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar
ethanol (C2HS5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua
puluh perseratus);

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar
ethanol (C2HS50OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55%
(lima puluh lima perseratus); dan

d. Minuman yang beralkohol lainnya.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengkonsumsi,
menjamu, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, baik
golongan A, golongan B, golongan C, termasuk di dalamnya minuman hasil
oplosan, dan jenis minuman beralkohol lainnya kecuali untuk kegiatan keagamaan
tertentu.

BAB V
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 5

(1) Semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, disita dan dimusnahkan.

(2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
(1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh:

a. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak
terkait lainnya, apabila masih dalam tahap penyelidikan dan/atau
penyidikan; dan

b. Pejabat Kejaksaan yang disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.

(2) Setiap pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. nama, jenis, sifat dan jumlah;



(1)

(2)

(3)

b. ketentuan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan
pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik asal atas minuman beralkohol; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang
menyaksikan pemusnahan.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka,;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.

(2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila
mengetahui adanya penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin yang sudah dikeluarkan masih tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak
peraturan daerah ini ditetapkan dan selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARI H KOTA CIREBON,

HASANU,

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 4 SERIE
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA CIREBON

UMUM

Pada hakekatnya minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan manusia
baik secara jasmani maupun rohani, untuk itu diperlukan pelarangan
peredaran dan penjualan minuman beralkohol mengingat kesehatan merupakan
hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengedaran dan
penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu
mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh
masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan
nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan
masyarakat.

Sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol masih mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum
terutama dalam melakukan pelarangan peredaran dan penjualan minuman
beralkohol di Kota. Untuk mengatur hal tersebut memungkinkan Pemerintah
Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota dalam
rangka melindungi masyarakatnya dari bahaya pengaruh minuman beralkohol,
hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan konsumsi minuman
beralkohol yang semakin meningkat dengan korban yang semakin meluas
terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagai tindak lanjutnya,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
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